
PEDOMAN PEMBERITAAN 

Portal Investortrust.id tunduk pada UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik 

yang diterbitkan Dewan Pers, berbagai aturan Dewan Pers tentang pengelolaan perusahaan 

pers, dan Pedoman Pemberitaan Media Siber.

I. UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers
https://dewanpers.or.id/assets/documents/peraturan/2110180503_1999_undang-undang_

No_40_tahun_1999_tentang_Pers.pdf

































II. Kode Etik Jurnalistik

https://dewanpers.or.id/assets/ebook/buku/822-Buku%20Pers%20berkualitas%20

masyarakat%20Cerdas_final.pdf





























III.  Peraturan Dewan Pers  No 01/Peraturan-DP/VII/2017 Tentang Prosedur 
Pengaduan ke Dewan Pers.
https://dewanpers.or.id/assets/documents/pengaduan/prosedur_pengaduan.pdf





















IV.  Pedoman Pemberitaan Media Siber

Pedoman Pemberitaan Media Siber
Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak 

asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal 

Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari 

kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers. Media siber 

memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat 

dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers 

bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman 

Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup

a. Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan 

melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers 

dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.

b. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau 

dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, 

video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, 

komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.

2. Verifikasi dan keberimbangan berita

a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.

b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama 

untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.



c. Ketentuan dalam butir (a) diatas dikecualikan, dengan syarat:

i. Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;

ii. Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel 

dan kompeten;

iii. Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak 

dapat diwawancarai;

iv. Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih 

memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya.

Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung

dan menggunakan huruf miring.

d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, 

dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran 

(update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi. 

3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)

a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna 

yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan 

Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.

b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan 

melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi 

Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.

c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan 

tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan: 

 

 

i. Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;

ii. Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, 

agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;

iii. Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta 

tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat 

jasmani.



d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan 

Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).

e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai 

melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat 

yang dengan mudah dapat diakses pengguna.

f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi 

Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin 

secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.

g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak 

dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang 

melanggar ketentuan pada butir (c).

h.  Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak 

mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).

4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab

a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, 

dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.

b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau 

yang diberi hak jawab.

c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, 

koreksi, dan atau hak jawab tersebut.

d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka: 

 

 

 

 

 

 

 

i. Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di 

media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;

ii. Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media 

siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;

iii. Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi 

atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, 

bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.



 

e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat 

dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (Lima ratus juta 

rupiah).

5. Pencabutan Berita

a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak 

luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman 

traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.

b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah 

dicabut.

c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.

6. Iklan

a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.

b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan 

keterangan ”advertorial”, ”iklan”, ”ads”, ”sponsored”, atau kata lain yang menjelaskan bahwa 

berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.

7. Hak Cipta

Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

8. Pencantuman Pedoman

Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya

secara terang dan jelas.



9. Sengketa

Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini 

diselesaikan oleh Dewan Pers.

Jakarta, 3 Februari 2012

Disepakati oleh:

ORGANISASI WARTAWAN DAN ORGANISASI PERUSAHAAN PERS

1. Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

2. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)

3. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia(IJTI)

4. Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI)

5. Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI)

6. Serikat Perusahaan Pers (SPS)

7. Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia

Mengetahui ttd

Bagir Manan

Ketua Dewan Pers



V. Jurnalisme Verifikasi 
Jurnalisme Verifikasi
Selain bebas dari benturan kepentingan, media tidak boleh telan mentah-mentah setiap 

informasi yang diterima. Setiap informasi harus diversifikasi.  Bagaimana verifikasi dilakukan?

Verifikasi dilakukan dengan cara:

1. Check and recheck. Cek lagi dan cek lagi.

2. Cover both sides dan cover multi-sides. Kalau ada dua pihak bersengketa, tanya kedua pihak 

itu, jangan hanya satu pihak. Kalau masalah melibatkan banyak pihak, wawancara semua 

pihak.

3. Cross check. Informasi yang diperoleh dari satu-dua sumber harus di-check ke sumber-

sumber lain.

4. Melihat masalah tidak hanya dari satu sisi, tapi dari berbagai sisi.

5. Menelusuri masalah hingga ke sumber aslinya. 

Verifikasi ini acap diabaikan oleh media dengan berbagai alasan. Ada yang terpaksa melanggar 

karena memburu kecepatan, mengejar klick bait, dan karena muatan kepentingan. 

FAKTA ADALAH SUCI
Kita sudah memasuki era informasi tanpa batas. Kemajuan teknologi komunikasi telah 

memudahkan penyebaran informasi.  Masyarakat tidak  lagi kesulitan mencari informasi. 

Karena informasi datang setiap detik bagaikan air bah ke setiap smartphone.

Persoalan masyarakat di era industry 4.0 bukan lagi pada upaya mencari dan memperoleh 

berita, melainkan pada menyeleksi berita yang datang dengan cepat. Orang tak perlu mencari 

berita karena berita yang datang menghampiri setiap saat. Zaman sudah jauh berubah dan 

akan terus berubah dengan lebih cepat.

Masyarakat perlu memiliki kecerdasan untuk menilai kualitas berita. Mana berita yang benar, 

mana berita separuh benar, mana berita separuh bohong, dan mana berita yang sepenuhnya 

bohong.



Ke depan, literasi untuk menyeleksi berita yang diterima perlu menjadi perhatian setiap 

orangtua dan lembaga pendidikan agar anak dan siswa terhindari dari berita bohong, berita 

yang tidak menampilkan fakta seutuhnya, dan berita yang direkayasa dengan tujuan tertentu.

Di dunia pers, berita yang benar adalah berita yang sesuai fakta. Bukan berita yang sudah 

diplintir,  dimanipulasi, apalagi berita yang sama sekali tidak sesuai fakta. 

UU Pers No 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik  menegaskan pentingnya 

penyajian fakta yang terpisah dari opini. Wartawan tidak boleh mencampuradukkan fakta dan 

opini. Dalam berita yang ditulis harus jelas mana fakta, mana opini.

Dalam konteks inilah fakta disebut suci. Fakta itu suci. Facts are sacred. Kesucian fakta harus 

dijaga agar pembaca, pendengar, dan pemirsa mengetahui fakta sebenarnya.

Dalam UU Pers jelas ditegaskan, setiap warga negara Indonesia memiliki “right to know”. Hak 

untuk mengetahui semua peristiwa penting. Pers yang diberikan privilege untuk melakukan 

tugas jurnalistik wajib memenuhi hak rakyat untuk mengetahui berita yang sesuai fakta.

Berita bohong adalah sebuah pelanggaran berat terhadap UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik. 

Berita bohong adalah berita yang sama sekali tidak sesuai fakta. 

Dalam melakukan tugas jurnalistik, wartawan menulis fakta, bukan fiksi. Opini narasumber, 

wartawan atau media harus ditulis terpisah. Tidak boleh dicampuradukkan dengan fakta.

Yang dimaksudkan dengan “fakta adalah suci” dalam jurnalistik bukan berarti setiap fakta 

adalah baik. 



Fakta tentang pencurian, korupsi, penipuan,  pembunuhan, perampokan, dan pemerkosaan 

adalah fakta negatif, fakta kriminal, fakta yang melanggar moral dan hukum. 

Fakta tentang tsunami, gempa bumi, tanah longsor, dan banjir adalah fakta sedih tentang 

bencana alam.

Fakta tentang tabrakan mobil dan pesawat jatuh adalah fakta memilukan  tentang  kecelakaan.

Tapi, semua fakta ini harus disajikan “apa adanya”, tidak boleh dimanipulasi, dipelintir, dan 

dicampuradukkan dengan opini wartawan. Biarlah audiens mengetahui fakta apa adanya. 

Biarlah audiens memberikan opini setelah mendapatkan fakta secara utuh.

“Comment is free,” tulis CP Scot, editor Guardian pada tahun 1921. “But facts are sacred,” 

sambungnya.  Komentar itu bebas, tapi fakta adalah suci.

Orang boleh memberikan penilaian dan komentar apa saja atas fakta yang disajikan. Namun, 

fakta harus disajikan apa adanya. Dalam konteks itulah fakta disebut suci. Kesucian fakta 

harus dijaga oleh media massa lewat cara kerja yang benar.

Untuk menjaga kesucian fakta, setiap wartawan harus memiliki kejujuran, kejernihan pikiran,  

keberanian dalam menyampaikan fakta, dan tanggung jawab terhadap audiens.

Untuk menjaga kesucian fakta, wartawan wajib melakukan verifikasi setiap berita yang 

diperoleh,  menjaga jarak dengan narasumber, dan bebas dari konflik kepentingan. Wartawan 

yang memiliki kepentingan dengan sebuah kasus akan sulit menjaga kesucian fakta.



JURNALISME POSITIF
Investortrust mengembangkan jurnalisme positif. Jurnalisme positif tidak melakukan cover up 

atau menutup fakta, melainkan pemberitaan yang menampilkan aspek positif dan solusi dari 

setiap peristiwa yang terjadi. Jurnalisme positif merupakan bagian dari jurnalisme berkualitas, 

jurnalisme yang memberikan manfaat kepada publik.

Jurnalisme positif memenuhi sejumlah unsur berikut.

1. Berita yang sesuai kaidah jurnalistik:

a. Mengandung nilai berita. Suatu peristiwa dan pendapat memiliki nilai berita jika 

memenuhi unsur berikut: 

Kesatu, penting (significance): ada manfaat bagi pembaca. 

Kedua, besar (magnitude): kejadian besar, terutama dilihat secara kuantitatif dan 

dampaknya bagi manusia. 

Ketiga, aktualitas: peristiwa yang baru terjadi dan belum dimuat media lain. 

Keempat, kedekatan (proximity): peristiwa yang dekat dengan pembaca secara geografis 

maupun emosional. 

Kelima, tenar (prominence): menyangkut hal-hal yang terkenal. 

Keenam, human interest (manusiawi): kejadian yang memberikan sentuhan perasaan, 

hiburan, melepaskan ketegangan. 

Ketujuh, lengkap (komprehensif): menjawab pertanyaan tentang apa, siapa, di mana, 

apabila, mengapa, dan bagaimana. 

b. Berimbang (cover both sides) dan tidak memihak.

c. Tidak mencampuri opini dan fakta

d. Tidak mengadili atau menghakimi (trial by the press).

e. Bahasa yang baik dan benar, komunikatif, efektif, efisien, dan sopan. Bahasa yang 

digunakan tidak bermakna ganda. Mengelak kata-kata superlatif, dsb.

f. Penyajian (tata letak, huruf, suara, warna, dan infografis) yang menarik.



2. Berita yang sesuai asas kemanusiaan:

a. Menghargai dimensi manusia dan kemanusiaan. Menghormati harkat manusia. Tidak 

melanggar hak asasi manusia (HAM) dan melecehkan manusia dan kemanusiaan.

b. Mengkritik bukan untuk membunuh, menghancurkan, melecehkan, melainkan untuk 

perbaikan atau meningkatkan kualitas manusia.

c. Menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran.

d. Meningkatkan peradaban manusia.

3. Berita yang objektif:

a. Tidak menyajikan berita yang belum jelas kebenarannya agar tidak terjebak pada berita 

bohong.

b. Tidak memanipulasi, memutarbalikkan fakta, dan memelintir fakta.

c. Tidak menutup masalah yang terjadi.

d. Tidak mencampuri opini dan fakta.

e. Berimbang, tidak memihak (cover both sides)

f. Menampilkan masalah secara lengkap dari berbagi sisi (multi-angles) dan berbagai 

sumber (multi- sources).

4. Berita yang bermakna:

a. Membantu pembaca memahami persoalan yang diberitakan dalam konteks isu besar 

yang dihadapi masyarakat.

b. Memenuhi kebutuhan pembaca.

c. Membantu pembaca memecahkan persoalan sehari-hari dan mengantispasi masa akan 

datang.

d. Agar mampu memberikan makna, berita yang disajikan juga menjawab pertanyaan, 

“What next?”



5. Berita yang menumbuhkan optimisme dan perilaku positif:

a. a. Informasi yang disajikan memberikan optimisme dan harapan kepada pembaca. Ini bisa 

dilakukan dengan menonjolkan aspek positif dari suatu masalah, menampilkan success story 

dari seseorang, dan solusi untuk menghadapi masa akan datang.

b. Senantiasa mengembangkan dan mengeksploitasi pemikiran positif dalam setiap penulisan 

berita.

c. Informasi yang disajikan mendorong pembaca berperilaku positif.

Jakarta, 16 Oktober  2023

Redaksi Investortrust


